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                                                        ABSTRAK 
 
Penambangan adalah kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan 
industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, 
pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Penambangan pasir 
atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C merupakan kegiatan usaha 
penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) hal ini 
tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 05 tahun 2000 
Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan “C”. 
  Tetapi didalam praktiknya masih banyak sekali praktik-praktik penambangan pasir 
liar dan melakukan eksploitasi secara berlebihan di Kabupaten Lampung Timur 
khususnya di kecamatan Pasir Sakti yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan 
ekosistemnya karena tidak memakai prosedur pertambangan yang sudah dibuat 
oleh pemerintah berawal dari tahun 2008 hingga saat ini, dan luas wilayah 
penambangan pasir sudah mencapai 250 hektar lebih lokasi galian tambang pasir 
yang berdampak bagi masyarakat Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung 
Timur. 
Berdasarkan pada uraian latar blakang di atas maka rumusan masalah yang di 
ajukan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peran dan kewenangan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi 
penambangan pasir liar?, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan 
kewenangan dinas lingkungan hidup kabupaten Lampung Timur dalam  
pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar? 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian ini di lakukan 
melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang di peroleh dari 
pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat yang 
terdampak di sekitar lokasi pertambangan pasir yang ada di Kecamatan Pasir Sakti 
Kabupaten Lampung Timur. 
Pertambangan galian pasir golongan C di Kecamatan Pasir Sakti berjalan dengan 
tidak memiliki izin dari pemerintah daerah yang menyebapkan timbulnya dampak 
negatif bagi masyarakat yang terdampak maupun ekosistem lingkungan dan dalam 
hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur belum maksimal 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tinjauan fiqh siyasah mengenai 
peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu 
akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar 
tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami 
sekripsiini. 
Sekripsi ini berjudul Peran dan kewenangan Dinas Lingkungan 
Hidup dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar perspektif 
fiqh siyasah (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 
Timur), maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak 
menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para 
pembaca sebagai berikut: 
1. Peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian 
eksploitasi penambangan pasir liar dapat diartikan sebagai keikutsertaan 
dan hak Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pemanfaatan 
sumber daya alam secara berlebihan berupa penambangan pasir yang 
tidak memiliki izin (ilegal). 
2. Perspektif Fiqh Siyasah adalah sistem dalam aspek hukum Islam dalam 





Berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif 
terhadap objek yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 




Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa 
penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara tajam dan 
kritis mengenai Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam 
pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Dalam Perspektif Fiqh 
Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur). 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan 
non logam atau penggalian dibawah permukaan tanah baik di lahan 
ataupun di bawah permukaan tanah aliran sungai dengan maksud 
pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang 
mempunyai arti ekonomis. Pada prinsipnya penambangan pasir secara 
liar memang tidak dibenarkan, tetapi di dalam praktiknya di Lampung 
Timur masih banyak sekali praktik-praktik penambangan pasir liar 
khususnya di Kecamatan Pasir Sakti, sehingga diperlukannya peran dan 
kewenangan pemerintan daerah di dalam pengendalian penambangan 
pasir liar tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian terkait peran dan kewenangan pemerinatah daerah di dalam 
pengendalian penambangan pasir liar tersebut. 
2. Alasan Subjektif 
a. Permasalahan yang dibahas dalam sekripsiini adalah termasuk 
salah satu bidang studi ilmu penulis tekuni di Fakultas Syari’ah 
UIN Raden Intan Lampung. 
b. Literatur cukup tersedia dan mendukung sehingga diharapkan 
dalam penulisan dapat diselesaikan serta lokasi tempat penelitian 
sangat mudah untuk dijangkau oleh peneliti. 
C. Latar Belakang 
Penambangan adalah kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan 
dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, 
penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. 
Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C 
merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin 
pertambangan rakyat (IPR) hal ini tertuang pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Timur No. 05 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan 
dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan “C”, Pasal 4 Ayat 2 menyatakan  
Pemilik atau pengusaha bahan galian golongan ”C” wajib memiliki izin 
penambangan bahan galian golongan “C”, dari Kepala Daerah, dan  





golongan “C” pada Pasal 2 Ayat 3 Huruf W adalah pasir dan krikil dan 
Huruf  X adalah pasir kuarsa.
2
 
Izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha 
pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan yang merupakan usaha 
untuk melakukan kegiatan eksploitasi, eksplorasi, produksi, pemurnian, dan 
penjualan. Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-
alat yang bersahaja namun tidak menggunakan teknologi canggih, 
sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai 
modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Kegiatan dalam 




Pasir adalah contoh bahan mineral butiran. Butiran pasir umumnya 
berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah 
silikon dioksida tetapi dibeberapa pantai tropis dan subtropis umumnya 
dibentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal 
pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila dicampur 
dengan semen.
4
 Penambangan pasir yang dimaksud adalah menambang 
dengan menggali (mengambil) barang tambang dari tanah atau 
penambangan pasir yang merupakan kegiatan dalam rangka upaya 
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 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 05 Tahun 2000 Tentang Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan “C”. 
3
 Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
h.89 
4
 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. 





pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan 
galian (mineral, batubara, panas bumi dan migas).  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 2 
menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan pengendalian terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
5
 
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang 
tertuang di dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2019 
tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur oleh karenanya dalam 
hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur sebagai 
lembaga teknis daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup sebagaimana yang telah di 
atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat 
memenuhi harapan masyarakat akan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam 
pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar, dalam hal ini Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur wajib melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 
di daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 
                                                             
5






perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup 
sebagai instansi dibawah naungan pemerintah daerah memiliki tugas dan 
peranan penting untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, dan pengelolaan limbah di Kabupaten Lampung Timur. Hal 
ini dilakukan untuk meminimalisir dampak buruknya pengelolaan 
lingkungan yang dikelola oleh entitas bisnis.
6
 
Pada prinsipnya aturan yang telah dibuat pemerintah daerah harus 
kita taati dan penambangan pasir secara liar memang tidak dibenarkan, 
tetapi di dalam praktiknya masih banyak sekali praktik-praktik 
penambangan pasir liar dan melakukan eksploitasi secara berlebihan di 
Kabupaten Lampung Timur khususnya di Kecamatan Pasir Sakti berawal 
dari tahun 2008 hingga saat ini, dan luas wilayah penambangan pasir sudah 
mencapai 250 hektar lebih lokasi tambang pasir.
7
 Tentunya jumlah yang 
sangat luas itu mempunyai sebuah dampak selain memajukan kemakmuran 
desa, hal ini juga sangat meresahkan masyarakat sekitar lokasi 
pertambangan dan juga menyebapkan jalan rusak yang diakibatkan dari 
kelongsoran tanah akibat penambangan yang sewenang-wenang hingga 
tidak memperhatikan batasan wilayah pemukiman penduduk, sehingga 
diperlukannya peran dan kewenangan Pemerintan Daerah Dinas 
Lingkungan Hidup didalam pengendalian penambangan pasir liar tersebut. 
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Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya mematuhi aturan-
aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Tetapi, kita juga harus 
mematuhi aturan pemerintah dan pemimpin yang biasa disebut dengan Ulil 
Amri. Apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin 
maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan. Hal ini 
sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 59: 
َفِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء  ۗ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اْْلَْمِر ِمْنُكْم 
ْوِم اْْلِخِر  ٌر َوَأْحَسنُ  ۗ  فَ رُدُّوُه ِإََل اللَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َواْلي َ ِلَك َخي ْ َتْأِويًل  ذَٰ  
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS. An-Nisa:59) 
Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian 
ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal 
skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: “Peran dan Kewenangan 
Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan 
pasir liar perspektif fiqh siyasah(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Lampung Timur)” 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam penelitian agar 






Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah 
mengenai bagaimana Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup 
dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar dalam Perspektif 
Fiqh Siyasah. 
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas, 
Maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi 
penambangan pasir liar? 
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran dan kewenangan 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam 
pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar? 
F. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tujuan penelitian agar 
dapat memahami maksud tujuan dari penelitian ini, tujuan penelitian di 
dalam sekripsiini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, 
Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi 





2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap peran dan 
kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur 
dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar. 
G. Signifikansi Penelitian 
Dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat 
bagi pembaca, adapun diantara lain manfaat penelitian ini yang dapat 
diberikan: 
a. Manfaat Teoritis 
1. Hasil penelitian diharapkan sebagai referensi dan informasi di 
Fakultas Syari’ah sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta 
memberikan konstibusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap 
hidup dan berkembang khususnya tentang Peran dan Kewenangan 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam 
Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar ditinjau dari 
aspek Dinas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh Siyasah. 
2. Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai Peran dan 
kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur 
dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar perspektif 
fiqh siyasah. 
b.  Manfaat Praktis 
1. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas 
terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum 





2. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih 
gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian 
dengan teratur (sistematis).
8
 Metode penelitian adalah salah satu cara atau 
jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas 
data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap 
masalah.
9
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode 
sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 
(field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan 
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 
kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan 
lingkungan.
10
 Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang 
bersumber dari lapangan yang berupa wawancara (interview) untuk 
mendapatkan informasi terhadap peran dan kewenangan Dinas 
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Lingkungan Hidup dalam pengendalian eksploitasi penambangan 
pasir liar di Kabupaten Lampung Timur. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif 
Analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 
bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 
sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 
hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam fenomena 
tertentu.
11
 Dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh 
langsung dari penelitian yang berkaitan dengan peran dan 
kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian 
eksploitasi penambangan pasir liar di Kabupaten Lampung Timur. 
2. Sumber Data 
Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang 
diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang 
tersedia dari: 
a. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung 
dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna 
melakukan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.
12
 Dalam 
hal ini data primer diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup 
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Kabupaten Lampung Timur. Jadi data primer penelitian ini berupa 
hasil observasi, hasil wawancara, serta hasil dokumentasi. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian 
kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau 




3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang 
mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan 
data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 
mengumpulkan data.
14
 Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Metode Observasi 
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara 
sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala 
psikis untuk kemudian dilanjutkan.
15
 Jadi observasi yaitu 
pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan 
demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat 
secara kondisi di lapangan (Kabupaten Lampung Timur Kecamatan 
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Pasir Sakti), serta mencatat kegiatan atau situasi yang diteliti di 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 
bersumber langsung dari responden di lapangan (lokasi).
16
 Dengan 
cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka 
secara langsung dengan narasumber dan jawaban-jawaban 
responden dicatat atau direkam, wawancara dilakukan dengan 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dan 
beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Pasir Sakti. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan 
melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang 
sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.
17
. 
4. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data 
yang telah dikumpulkan diolah, pengolahan data pada umumnya 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan daa yang masuk atau terkumpul 
itu tidak logis dan meragukan.
18
 Mengoreksi apakah data yang 




b. Koding, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para 
responden ke dalam kategori, atau memberikan catatan atau tanda 
yang menyatakan jenis sumber data atau urutan sumber masalah. 
c. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur 
berurutan dan sistematis. 
d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.
20
 
5. Metode Analisis Data 
Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari 
lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya 
adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
fenomena yang terjadi terkait dengan peran dan kewenangan pemerintah 
daerah dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar. 
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Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara 
berfikir diduktif. Metode diduktif yaitu metode yang mempelajari suatu 
gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di 
lapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki. 
Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai 
hal yang berkenaan dengan peran dan kewenangan pemerintah daerah 







Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, hasil penelitian 
tentang peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 
Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar perspektif fiqh 
siyasah (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur). Maka 
penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya: 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2019 tentang 
kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 
Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Lampung Timur mempunyai tugas pokok dan memiliki peranan 
melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Dalam hal ini Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur: 
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur belum maksimal 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pertambangan yang ada 
di Kecamatan Pasir Sakti hingga saat ini masih ada yang beroprasi tanpa 
adanya izin dari pemerintah daerah, dan hal ini menyebabkan banyaknya 
dampak negatif yang merugikan bagi masyarakat, rusaknya lingkungan 





digali.  Serta dalam hal ini pemilik lokasi pertambangan pasir tidak 
mematuhi aturan yang sudah  dibuat oleh pemerintah. 
2. Perspektif fiqh siyasah terhadap peran dan kewenangan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam penanggulangan 
eksploitasi penambangan pasir liar belum berjalan secara maksimal sesuai 
aturan fiqh siyasah. Penambangan yang ada di Kecamatan Pasir Sakti 
masih berjalan dengan tidak adanya izin dari pemerintah daerah dan 
berjalan tidak memperhatikan dampak lingkungan artinya disini pihak 
dari  Dinas Lingkungan Hidup kurang melakukan pengawasan dan 
pemantauan sesuai tugas dan fungsinya terhadap lokasi galian 
pertambangan yang ada di Kecamatan Pasir Sakti, serta pemilik lokasi 
galian pertambangan tidak mentaati aturan dan prosedur dalam 
pertambangan yang sudah di tentukan oleh pemerintah daerah. 
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat 
pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut ini adalah 
rekomendasi yang dapat penulis berikan: 
1. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 
Timur untuk lebih memaksimalkan dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur 
Nomor 61 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan 





Timur dalam mengendalikan eksploitasi penambangan pasir liar di 
Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. 
2. Diharapkan kepada pemilik lokasi galian pertambangan yang ada di 
Kecamatan Pasir Sakti untuk mematuhi peraturan dan prosedur dalam 
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